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A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara untuk mencapai
masyarakat adil dan makmur berdasarkan PancagildJddang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setaygudisingkat UUD
NRI 1945), kegiatan pembangunan harus dijalankancarae
berkesinambungan di segala sektor kehidupan. Peguban dan penataan
aturan hukum serta peraturan perundang-undangag sat ini sedang
gencar dilakukan di Negara Indonesia diharapkaa toisnghasilkan produk
hukum yang dapat mengayomi dan memberikan landas&nom bagi
kegiatan masyarakat dalam pembangunan termasuk ingikuhgan
masyarakat.

Untuk melaksanakan hukum pidana, diperlukan belberaptode
yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalamyanalkat dapat
ditegakkan. Metode itu disebut sebagai hukum apatana. Tujuan dari
Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatiaeniaran hukum
material, yaitu suatu kebenaran yang selengkapkégmya dari suatu
perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukura pchna secara jujur
dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakabkpeljang dapat
didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum danjsegya meminta

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk mgkeen apakah



terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan daangryang didakwa itu
dapat dipersalahkan.

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian datinmwcara
pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yamgn&surut hukum,
sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syalam tata cara
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakitmkumenerima,
menolak dan menilai suatu pembuktfan.

Pembuktian merupakan titik sentral dari hukum acpi@dana.
Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menklapaebenaran yang
materiil dan bukan mencari kesalahan sesedrang.

Pembuktian dalam ilmu Hukum diatur secara komprsifieshan
lugas. Meskipun telah diatur secara komprehensif ldgas namun nilai
pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan lebrkifat subyektif. Jadi
kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran seatif. Hal ini
disebabkan karena pembuktian dalam ilmu Hukum Hahysebagai upaya
memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yangndikekan agar masuk
akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-faktaharus selaras
dengan kebenaran.

Sejarah perkembangan hukum pidana menunjukkan badea

beberapa sistem atau teori untuk membuktikan pabuasang didakwakan

! Hari Sasangkaiukum Pembuktian dalam Perkara PidaBandung: Mandar Maju,
2003, h.10

? Suryono SutartdHukum Acara Pidana Jilid [IKudus:BP UMK, 1999, h.36



kepada terdakwa. Sistem atau teori pembuktian @rvdsiasi menurut
waktu dan tempat (negard).

KUHAP adalah hasil karya agung bangsa Indonesidiseh alam
kemerdekaan. Terlepas dari berbagai suara itu KUkilipaknya banyak
membawa perubahan yang aktual dan fundamental. KRJBkbagai acara
pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses/glegaian penanganan
kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi leggilihak asasi kepada
tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingandiy depan
pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah nais@n aturan
yang melekatkan integritas harkat harga diri kepaeesangka atau
terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak ywaigkepada mereka.
KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau kemaintuk segera
mendapatkan pemeriksaan pada tingkat penyidikanpamathak untuk
segera mendapatkan pemeriksaan dalam sidang pREmgaduna
memperoleh putusan yang seadil-adilfiya.

Dalam KUHAP tentang Pemeriksaan di sidang pengadkgian
ke-empat tentang pembuktian dan putusan dalam pesnariksaan biasa
antara lain diatur mengenai sistem pembuktian, macacam alat bukti
dan kekuatan pembuktian. Hal-hal yang menyangkkumupembuktian
antara lain adalah tentang sistem pembuktian d&asal 183 KUHAP,
macam-macam alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, d#okukekuatan

pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai PasaKUPAP. Dalam Pasal

% Suryono Sutartdbid, him:37
* M. Yahya HarahapPembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHARarta:
Sinar Grafika, 2000, h. 4.



184 ayat (1) dinyatakan, bahwa alat bukti yangasidiah keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangalakeva.

Setiap peraturan perundang-undangan yang diciptanusie
selamanya mempunyai tujuan tertentu. Setiap oranglan melangkahkan
kaki, diarahkan untuk sampai kepada titik tujuamgydelah ditetapkan
sebelum bergerak melangkahkan kaki. Saat ini hulaasiologi telah
memasyhurkan ungkapdaw is a tool of the social engineerinBegitu
halnya dengan hukum perundang-undangan, mempurglaisasaran yang
jelas. Baik buruknya tujuan sasaran yang hendakpdicoleh seperangkat
hukum atau undang-undang, dengan sendirinya ikutentakan baik
buruknya hukum dan undang-undang yang bersangRutan.

Ahkam al-bayyinathukum-hukum pembuktian) sama seperti halnya
hukum-hukum Islam yang lain, merupakan hukum-huksyara’ yang
digali dari dalil-dalil yang bersifat rinciBayyinat (pembuktian) kadang-
kadang terjadi pada kasus pidanaq(iba), kadang-kadang terjadi pula
pada kasus-kasus perdatau(amala). Namun demikian, para ulama fikih
tidak membedakan hukum-hukurpayyinat dalam perkaramu’amalat
dengan hukum-hukurbayyinatdalam perkarauqubat Semuanya mereka
bahas dalamkitab Syahadat (kitab tentang Kesaksian). Sebagian
pembahasan mengenai hukum-hukiayyinat juga mereka cantumkan
dalamkitab Aqdliyyah(kitab Peradilan), dan dalakitab ad-Da’awiy wa

al-Bayyinaat (kitab Tuduhan dan Pembuktian). Sebagian pembahasa

®ibid, h.58



mengenai hukumnbayyinat juga mereka jelaskan dalam sebagian kasus-
kasusuqubat sebabal-bayyinat(pembuktian) merupakan salah satu syarat
dari ‘uqubat(pidana), disamping sebagai bagian terpentingmambahasan
mengenai perkara-perkanajubat®

Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkampah itu
wajib bagi orang yang mengingkarinya. Oleh kardnabukti merupakan
hujjah bagi pendakwa, yang digunakan untuk mengmatkakwaannya.
Bukti juga merupakan penjelas untuk menguatkan dakwya. Sesuatu
tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika sesuatu ipersifat pasti dan
meyakinkan. Seseorang tidak boleh memberikan kesak&ecuali
kesaksiannya itu didasarkan padm, yaitu didasarkan pada sesuatu yang
meyakinkan. Kesaksian tidak sah, jika dibangurtal &eraguan

Demikian pula halnya dengan sumpah. Sumpah jugss Heerasal
dari sesuatu yang meyakinkan dan pasti. Tatkaagoiyang mendakwa
bersumpah untuk memperkuat dakwaannya pada kotdidi ada saksi,
kecuali hanya seorang saksi dalam masalah hamavd#), maupun pada
kasus-kasus yang lain; atau ketika terdakwa berabmiarena bukti
dakwaan dari orang yang mendakwa lemah, maka kgdutaak boleh
bersumpah kecuali berdasarkan keyakinan yang pd#ta mereka
bersumpah berdasarkan keraguatza(), maka keduanya tidak sah
melakukan sumpah. Allah Swt mengancam dengan sakeyais atas

sumpah palsu.

® http://hukum-pembuktian dim islam//html. Diakseslp tanggal 10 November 2012
pukul 22.00 WIB



Sama seperti kesaksian dan sumpah, seluruh buaiii,ith berupa
pengakuan, dokumen-dokumen perdagangan, dan huktitbrtulis, harus
bersifat pasti dan meyakinkan. Semua bukti tetsetidak boleh
meragukan. Bukti-bukti tersebut merupakan bukti tuknmemperkuat
dakwaan, sekaligus sebagai hujjah orang yang meradatas dakwaannya.
Sesuatu yang ingin dijadikan bukti dan hujjah tid&da dijadikan bukti dan
hujjah, kecuali bersifat meyakinkan.

Meskipun bukti-bukti harus ditopang di atas ilmauwatkeyakinan,
namun tidak berarti bahwa hukum (ketetapan) yahgsikan dari bukti-
bukti tersebut disandarkan atas sesuatu yang megaki Juga tidak berarti
bahwa hakim harus menjatuhkan vonis dengan adauwktahbukti tersebut.
Yang dimaksud disini adalah berkenaan dengan esknsibukti-bukti
tersebut. Artinya, bukti-bukti tidak sah menjadikbukecuali bersifat
meyakinkan. Adapun hukum yang dihasilkan dari bokkti tersebut, hal
itu perkara lain lagi. Vonis adakalanya disandarli atas prasangka kuat,

bukan disandarkan di atas keyakinan (kepastiamgh/Awt berkata kepada

Rasul:
AEN0 1w RO Lo @G wéO O e0
P LIRS @ e RS BHOMIGEN WS
INI784 2= s RNION,.erw® G BAN2OPORY
FHOMNE W I & 00RO $G

NOMOREHOR s OBEQY.OMORIVLRE €0

e ANON RESOxw O ¢ LY D474 PRV walls
CANEROr =  «+@0 T +7503 560100
X' OALAHNI o O0$R JEDL AL -0
W =780, w gl P 2 BA M@ a S BTN, &
COMRr O ALAECGR.E s Oxc =AY
Lo XA  J0vee0 AT NV L 60



GOOSAL AZS>ZRHAID A X+ + S
TQRECyweO CORNGNECeO
Pl 2 (7 AONES AL GADHI =@ 0N .erwe

BXO20NECTO®R e B ALAE D @07
* Forde QRN 020GV IORQ VW
o EDON.ORY JLIEIRD QY TO L
ShedtAd) L HAORE LAERORNOIIVRO®+o
&BR S 440> ARNEHET OO g O0Y
Artinya:“dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quidengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Ya#h-Kitab
(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian tenhadtab-Kitab
yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka mérapa yang
Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawgsunanereka
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datangdéaeq.
untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Kami berikamrat dan jalan
yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscay@muk
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendanguji kamu
terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlombadtahb
berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembaiimik
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa t{e&lab kamu
perselisihkan itu”

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan psalada Nabi

Muhammad saw, yang berbunyi:

bg:‘ﬂ(..n}c.uwu‘d@jjduijw‘wa\u‘wud\f

£l BT e Gt 589 5 o) 15305 iy slos o
Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabskkiranya diberikan
kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentudatusia akan
menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa mauputa, akan
tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergdgat”

Keberadaan kesaksian tidak sah kecuali berasalsdatiatu yang
meyakinkan meskipun tidak berarti bahwa hakim waj#gnjatuhkan vonis

berdasarkan kesaksian tersebut, hal ini dikarendkasaksian hanya

" Departemen Agama RAJ-Quran dan Terjemahannydakarta:CV Atlas, 1998,
h.70

8 Bukhari,Shahih Bukhari juz V[oha Putra: Semarang, tt, h.127



meyakinkan dari sisi saksi. Kadang-kadang hakimndapati ada
keterangan-keterangan yang bertentangan denganksi@satersebut.
Kadang-kadang pula seorang hakim memiliki dugaaat kbhahwa saksi
sedang berdusta. Maka dari itu, hakim tidak wajibnjatuhkan vonis
berdasarkan sebuah kesaksian, meskipun meyakinkin. berhak
menjatuhkan vonis berdasarkan kesaksian tersedunatnolaknya.

Secara normatif, pengadilan merupakan tempat umekegakkan
keadilan. Citra pengadilan sebagai tempat menegaldeadilan telah
dinodai dengan keadaan yang begitu kusut dalam nlesaan persidangan
di Indonesia. Diperlukan suatu lompatan yang sikgif dalam bidang
hukum Indonesia untuk menguraikan kekusutan keadsarg tengah
terjadi. Seperti halnya lompatan yang dilakukan hol&omisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan diberlakukameysyadapan demi
kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutaratu perkara
korupsi?

Melihat dari kesuksesan tindakan hukum yang dilakuéleh KPK
yang mengaplikasikan penyadapan untuk kepentinganyetidikan,
penyidikan dan penuntutan korupsi, maka tindakanpseseharusnya juga
diperlukan sebagai langkah pasif menghindari pkakkerupsi yang
kontinyu terulang di Indonesia, salah satunya demganggunakan metode

hipnosis dalam proses penyidikan.

® http://kajian-hkm-thd-hpnosis-forensik.htrdiakses pada tanggal 1 November 2012
pukul 09:50 WIB




Hipnotis merupakan lompatan hukum serupa yang patitik
diaplikasikan dalam penyelesaian hukum di Indonssltzagai optimalisasi
ilmu bantu hukum di bidang psikologi, mengingat aimpya hipnotis untuk
memeroleh keterangan yang sebenarnya dan dapatadiggungjawabkan
secara ilmiah sebagaimana ditayangkan dakeatity showdi salah satu
televisi swasta Indonesta.

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikisanusia,
sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka pgikberusaha untuk
menjelaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecwddind permasalahan
hukum. Di Indonesia, psikologi kemudian membagiabighya menjadi 6
yaitu psikologi klinis, perkembangan, psikologi umuwlan eksperimen,
psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologidustri dan organisasi.
Pada kenyataannya di Amerika, pembagian ini sudafjadi lebih dari 50
bagian, mengikuti semakin kompleksnya permasalapamg dihadapi
manusia. Salah satunya adalah permasalahan datEmgbihukum, bagian
dari psikologi yang menanganinya sering dikenal agab psikologi
forensik!*

Hipnosis forensik berkaitan dengan penerapan higmet dalam
penegakan hukum, khususnya dalam mengumpulkanmaBirdari saksi
mata dan korban untuk membantu mengungkap kasmsniati Hipnosis

forensik bekerja dengan cara memanggil kembalitarggang sudah tidak

19 Ratna Widianing Putri, Asri Dwi Utami, dan Galuhe¥Wu Kumalasari. Gagasan
Tertulis dan bentuk Penelitian FH UNS, Solo, 20411

M http:// psikologi-forensik-bagian-dari-kajian-psikologi-kiis.html diakses pada
tanggal 12 Oktober2012 pukul 21:07 WIB
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jelas dan terkikis dalam perjalanan waktu. Hadklonstruksi ingatan itu
disebut hypnotically refreshed memoryngatan yang disegarkan dengan
hipnotis) dan bila dilaporkan harus disertai rekaraadio visuaf?

Hipnosis forensik dilakukan lewat prosedur yangeblig forensic
hypnosis interview\wawancara hipnosis forensik). Untuk bisa berpkakt
dibutuhkan pendidikan khusus dan sertifikasi. Di ekika Serikat,
hipnotisme forensic di negara bagian Texas. Painggunakannya
sebagai salah satu teknik pengumpulan data. RidlEgih khusus untuk itu
dan diberi sertifikat sebagai tanda kelulusan. ifdet ini secara resmi
dikeluarkan oleh Texas Commission on Law Enforcement Officers
Standarization Education (TCLEOSE).

Di Indonesia, masih banyak orang yang menganggamdsys
sebagai hal mistis dan sering dihubungkan denggah&an. Padahal
sebenarnya hypnosis adalah pengetahuan ilmiah adah sdiakui oleh
World Health Organization (WHOyebagai cara pengobatan yang aman. Di
negara maju seperti Amerika dan Inggris, sudah dlampkter, psikiater,
psikolog, maupun orang sipil yang menggunakan Hgnontuk mengatasi
berbagai masalah fisik maupun psikologis. Olehaiitu penulis mencoba

membahas permasalahan ini dalam skripsi.

B. Rumusan Masalah

12 hitp://Yuni's-blog-Hipnotisme-Forensik/htimdliakses pada tanggal 30 Oktober
2012 pukul 12:58 WIB
Bibid
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Dari pemaparan latar belakang di atas, untuk memyeeth dan
memperjelas arah penelitian, maka penulis merunmug@masalahan,
sebagai berikut :

1. Bagaimanakah metode pembuktian hipnosis forensilandatindak
pidana ?
2. Bagaimanakah tanggapan hukum Islam terhadap hgpniosensik

sebagai metode pembuktian dalam tindak pidana ?

. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang jekagar
memberikan kemanfaatan baik bagi penulis maupun bagng lain.
Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalbagse berikut
a. Untuk mengetahui metode pembuktian hipnosis fokendalam
perspektif Hukum Islam
b. Untuk mendapatkan penjelasan secara rinci tentangrppan hipnosis

forensik sebagai metode pembuktian menurut Hukiamls

. Manfaat Penelitian
Penulis berharap kegiatan penelitian dalam pemuls&aipsi ini
akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. fd&nyang diperoleh
dari penulisan skripsi ini antara lain
1. Manfaat Teoritis
a. Secara teoritis sebagai sumbangsih pemikiran tephddazanah

iImu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum geeai
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metode pembuktian hipnosis forensik dalam perspktkum Islam.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaykereasi dan
literatur dalam dunia kepustakaan tentang konsembpktian
melalui hipnosis.

2. Secara praktis

a. hasil studi diharapkan dapat memperluas cakravealggiahuan bagi
perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengamdenet
pembuktian hipnosis forensik dalam perspektif Hukatam.

b. Sebagai wacana baru dan penambah khasanah surnban ligerupa
hasil penelitian yang berisi tentang kupasan meaigeidlang ilmu

hukum, dengan lebih menekankan pada pembuktiaraddrgnosis.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan bglaetaeratur
yang penulis jadikan sebaggirevious finding (penelitian maupun
penemuan sebelumnya). Memang harus diakui bahwai bukupun
literatur tentang pembahasan mengemgbnosis forensicsendiri secara
khusus dapat dikatakan relatif sedikit ditemui, deberapa buku tersebut
juga tidak mambahas secara keseluruhan mengenaiyapg dibahas
penyusun.Meskipun demikian dapat ditemukan beberapa pusyeaey
membahasnya.

Ada salah satu penelitian yang dilakukan dosen IEekiHukum

Universitas Negeri Surakarta (UNS) yaitu MuhammadstBmaji dan
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Kristiyadi yang berjudul Kajian Komparasi Hukum Terhadap Hypnosis
Forensik Sebagai Metode Investigasi Progresif DalBerspektif Sistem
Hukum Anglo-Saxon Dan Sistem Hukum Islam (SebuahiarkKa
Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesid}ilisan tersebut
menjelaskan tentang bagaimana hipnosis menjadaketara atau alat yang
telah dilakukan oleh negara yang menganut sistekurhuAnglo-Saxon
untuk mendapatkan keterangan dari saksi maupurkypéiadak pidana,
dengan cara menyegarkan kembali ingatan merekagingatkan kembali
ingatan yang telah lalu agar diperoleh keterangaaringan yang sangat
dibutuhkan untuk proses penyelidikan maupun pekaidipihak yang
berwenang. Terkait kehalalan hipnosis sebagai $elsabang ilmu dari
psikologi, terurai bahwa hipnosis forensik yang udigkan dalam
menyegarkan memori saksi/korban adalah diperbotelideaena terbukti
keilmiahannya. Pemikiran kekinian tentang hipnogigensik diperkaya
dengan pendekatan perbandingan hukum dari duamsibté&kum yang
berbeda, yaitu Sistem Hukum Anglo Saxon dan Siskéukum Islam.
Sebagai upaya menindaklanjuti pemikiran tersebefempan Hipnosis
Forensik sebagai metode investigasi progresif dalgrarspektif
pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia dimasuiékéam bagian
batang tubuh penyidikan sebagai tahapan pertansnd@iperasionalisasi
Sistem Peradilan Pidana.

Sebuah Gagasan Tertulis dan bentuk penelitian yhimgat oleh

mahasiswi UNS vyaitu dari mahasiswi yang bernamad&@lidianing Pultri,
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Asri Dwi Utami, dan Galuh Wahyu Kumalasari yangjbeul “Gagasan
Terobosan Hukum Pemanfaatan Hipnotis Dalam Membréleterangan
Terdakwa (Sebuah Langkah Optimalisasi lImu Bantkutu Secara Riil di
Bidang Psikolog)”.Yang berkesimpulan bahwa gagasan tentang penerapan
metode hipnotis dalam dunia hukum ini tercipta.rdifis adalah suatu ilmu
yang mempelajari tentang kekuatan kata-kata dam yang menunjukkan
bagaimana caranya mengakses alam bawah sadarp$g@analitik Freud
menjelaskan bahwa tingkat kesadaran manusia dibegjadi alam sadar
(concious miny alam pra-sadar dan alam bawah s&daconscious mind).
Dengan penerapan metode hipnotis untuk memperoleterangan
terdakwa, maka Jika terdakwa memberikan keterarygag sebenarnya,
maka selesai sudah perkara tindak pidana yang ikBpetanpa harus
berlarut-larut, sehingga Indonesia akan cepat demgadah memperbaiki
kondisi fisik yang sudah tidak stabil lagi di seqyhidang. Metode hipnotis
ini akan sangat membantu dunia hukum dalam menguedga skandal
penyebab ketidakstabilan nasional, sehingga apahifaa hukum dapat
stabil dan kondusif maka Indonesia dapat menstbilkidang yang lain,
karena sejatinya hukum adalah panglima segala fpidtmn apabila hukum
telah stabil, maka dapat membawa bidang yang lamaui stabil.
Penelitian dari Thomas Dowd, ph.D. yang berjutfldmori Proses
Dan Distorsi Aplikasi Untuk Hipnosis Forensjang berkesimpulan bahwa
pendapat hukum Amerika telah sangat konflik tenfagigggunaan hipnosis

dalam pengadilan hukum. Pada saat ini, sebagiaar megyara Amerika
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mengikuti aturan pengecualian per se Rakyat v.[&8h{di mana hipnosis
secara otomatis dikecualikan) dan menggunakan asekipertiga dari
"totalitas uji keadaan,” di mana hipnosis dapatudakan jika panduan
tertentu diikuti. Di satu sisi, yang tidak dapatmtialkan hipnosis dan
potensi untuk kenangan menyimpang deonfabulated menanamkan,
terutama di sangat individu hipnosis, membuat tgjka penggunaannya.
Namun, juga telah menunjukkan bahwa orang yangasamgpnotizable
lebih  mungkin untuk menghasilkan ingatan palsu pdmla orang
hypnotizablerendah bahkan dalam kontekenhypnotic. Di sisi lain,

penggunaan hipnosis telah diizinkan dalam keadaatentu ketika
menguatkan independen bekerja dan dengan hatdhkim pengamanan
tempat untuk meminimalkan risiko kontaminasi ingatasubjek.

Ringkasnya, hipnosis, seperti teknik yang kuatngén harus digunakan

hanya dengan perencanaan yang cermat.

Dari data pustaka yang telah penulis kemukakan tals, anaka
sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentangrkatau penelitian
yang akan penulis lakukan berbeda dengan karyahlratau skripsi yang
telah dipaparkan di atas. Skripsi ini membahasatenttinjauan hukum
Islam terhadap hipnosis forensik sebagai metodebpktian dalam tindak

pidana.

F. Metode Pendlitian
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Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan ygiggnakan
dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas dltan suatu
penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan deyh@ermasalahdf.
Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitiarpenulis
menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunaipsskini
termasuk ke dalam penelitian kepustakahiorafy research, yaitu
dengan cara melakukan penelitian terhadap sumibapesu tertulis.
Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji doka atau sumber
tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan laimlaPenelitian ini juga
bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan
mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa asekadisusun,
dijelaskan, dianalisis serta diinterpretasikan kiamudian disimpulkan.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahary yakan

dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah pesaf@mn hukum,
maka jenis penelitian yang digunakan adalah péselihukum atau
doctrinal research Penelitian hukum adalah suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maaugdoktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihaddal ini sesuai

dengan karakter preskriptif ilmu hukum yang diladk untuk

14 Joko SubagyoMetodologi Penelitian Dalam Teori Dan PrakteBakarta: PT.
Rineka Cipta, 1994, him. 2.
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menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep belbagai preskripsi
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
2. Pendekatan Masalah
Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di spenulis
menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya yaitu:
a) Pendekatan perundang-undanggtatute approach).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengaraabrsemua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paugadeisu
hukum yang sedang ditangani.
b) Pendekatan histor{&ystorical approach).
Pendekatan historis yang membantu peneliti untuknamami
filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samgiitu penulis
dapat memahami perubahan dan perkembangan filogsiig
melandasi suatu aturan hukum.
3. Sumber Data
Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumbeéantdranya
adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumineerpmerupakan
bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempungtritas. Sumber-
sumber primer terdiri dari perundang-undangan,taateatatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan pdémsan-
putusan hakim. Sedangkan sumber hukum sekundepdesamua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokude&umen

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buglgast kamus-kamus
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hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentartaag hal-hal

yang berkaitan dengan penelitian.

a) Sumber data primer, yakni bahan hukum yang teddri aturan
hukum yang menjadi sumber utama bagi penelitignyaitu berupa
buku yang berjudul Ensiklopedi Hukum Pidana Islaam dumber
penelitian dosen peneliti Fakultas Hukum UNS Muhadm
Rustamaji dan Kristiyadi yang berjudukdjian Komparasi Hukum
Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Investi§aogresif
Dalam Perspektif Sistem Hukum Anglo-Saxon Dan i8isiekum
Islam (Sebuah Kajian Pembaharuan Hukum Acara Pidaha
Indonesia)”’program penelitian tahun 2011.

b) Sumber data sekunder, sebagai sumber pendukung yait
segala sumber yang memuat informasi tentang objek
penelitian di atas baik dari undang-undang, kitedbkfigh,
ensiklopedia, artikel-artikel dari internet damlaebagainya
yang terkait dengan masalah pembuktian dengan sigpno
forensik dalam tindak pidana.

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adateiode
dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan datagereai suatu

hal atau variable tertentu yang berupa catatamskip, buku, surat

15 peter Mahmud MarzukPenelitian HukumJakarta: Kencana, 2010, h.141.
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kabar, majalah, artikel dan lain sebagaitfy&intuk mengumpulkan
data yang dimaksud di atas digunakan teknik staduktakaanliprary

researcl. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, meagat
menginventarisasi, menganalisis dan mempelajaai-data yang berupa

bahan-bahan pustaka.

5. Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metattntent-
analysisyang dirangkai secara kualitatif dengan tekniKiarsadeduktif
yaitu analisis data yang bertitik tolak atau beatlgsmda kaidah-kaidah
yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpukhusus’
Dengan metode analisis ini penulis dapat menyingutientang konsep

hypnosis forensik sebagai metode pembuktian dalaak pidana.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan hukum adalah untuk membemngaran
yang jelas dan komprehensif mengenai isi penuliskmpsi ini, maka
penulis membagi penulisan skripsi ini dalam 5 (hneb. Sistematika
tersebut adalah sebagai berikut:

BAB| PENDAHULUAN

'® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktiakarta:
Rineka Cipta, 1993, h.202.

YJhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, di
RevisjMalang: Bayumedia Publishing, 2005, h. 250.
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Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusasalah, tujuan
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitiangdstematika penulisan.
BAB Il KETENTUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DALAM
HUKUM ISLAM

Dalam bab ini akan dibahas tentang konsep pembuktesdam hukum
Islam yang meliputi: Pengertian Pembuktian, Dasakufh Pembuktian,
Urgensi Pembuktian, dan Mekanisme Pembuktian.

BAB III HIPNOSISFORENSIK DALAM PEMBUKTIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum HipnosienBir dalam
Pembuktian yang meliputi: Pengertian dan Sejarapnéis Forensik,
Prinsip Kerja Hipnosis Forensik, Kasus Psikologipmtsis, Tahapan
Hipnosis Peranan Hipnosis Forensik.

BAB IV ANALISIS HIPNOSIS FORENSIK SEBAGAI METODE
PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini berisi tentang analisis terhadap hipnosrerisik sebagai metode
pembuktian dan tanggapan hukum Islam terhadap sipharensik sebagai
metode pembuktian dalam tindak pidana.

BABYV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yangdbéesimpulan saran-

saran dan kata penutup.



